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893.5/2960/BPSDM Kepada
Segera Yth. 1. Gubernur

up. Sekretaris Daerah Provinsi
Pengembangan Kompetensi 2. Bupati/Walikota

Penyusunan Dokumen up. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan dalam hal di -

penerapan SPM di daerah Seluruh Indonesia
lingkup kantor pusat (Angkatan
V dan VI ) Tahun 2019

Berkenaan dengan Program peningkatan kompetensi aparatur
Pemerintah Daerah dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan
menyelenggarakan  Pengembangan  Kompetensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup kantor pusat Angkatan
V dan VI Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehubungan hal tersebut,
dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah lingkup kantor pusat yang ditetapkan dan
diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan,
keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran adalah
untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap bagi

pejabat/staf yang potensial di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
menyusun dokumen perencanaan:

Calon peserta Kegiatan adalah aparatur pada bidang yang menangani
Perencanaan Daerah, vyaitu: aparatur Bappeda, Biro tata Pemerintahan,
pengelola keuangan daerah, Inspektorat, Terantiblibumas (Satpol PP, Damkar,
dan Badan Bencana) dan Aparatur yang menangani urusan tersebut pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:

Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis
yang menanganl Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pakar/Praktisi yang
mempunyal kompetens| dibidangnya:;
Kegiatan dimaksud akan diselenggarakan selama 5 (lima) hari

' ari pada tanggal
8 s.d. 12 April 2019 bertempat g »

di BPSDM Kemendagri, JI. Taman Makam
Pahlawan No.8, Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun usulan calon dan

a8 peserta selama mengikuti idi
pelatihan sebagai berlkut : gikull pendidikan dan




a. Peserta yang akan mengikuti diklat tersebut adalah calon peserta yang
menerima kawat/Radiogram pemanggilan dari Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kemendagri:

b. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima panitia penyelenggara
secara tertulis dari pimpinan instansi/ satuan kerja setempat, paling lambat
1(satu) minggu sebelum pelaksanaan diklat;

C. Registrasi Peserta (check in) Kegiatan yang dimaksud dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 8 April 2019 pukul 10.00 WIB, dan peserta (check out)
pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 12.00 WIB;

d. Selama mengikuti Kegiatan, peserta pria menggunakan kemeja lengan
panjang warna Putih dan dasi serta celana warna gelap, wanita
menyesuaikan:

8. Membawa Laptop/Notebook untuk Simulasi:

f. Membawa pas foto dengan latar belakang wama merah ukuran 4x6
sebanyak 2 (dua) lembar;

g. Membawa Surat Perintah dari pimpinan instansi/unit kerja.

5. Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup kantor pusat
(Angkatan V dan VI) Tahun 2019 ini bersumber dari DIPA Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor:
010.12.01.403231 Tahun Anggaran 2019:
6. Biaya transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat,
ditanggung oleh instansi pengirim:
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q Pusat Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan Dalam Negeri JI. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata,
Jakarta Selatan, Telepon/Fax (021) 7946626 atau Hp. 081311188507 atau
081288389964,
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
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Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Ingpektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/ Kota Seluruh

Indonesia.




